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bahwa - “dengan semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan -

teknologl informasi di lingkungan mdustn Perasuransian, Dana

~ Pensiun. dan Lembaga Pembiayaan, maka risiko pemanfaatan

t_a‘.

Asuransi, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan digunakan

sebagau ‘safana pencucian uang dan pendanaan -teroris semakin
terbuka; :

bahwa. dengan semakin terbukanya risitko pemanfaatan Asuransi,
Dana Pensjun, dan Lembaga Pembiayaan sebagai sarana pencucian
uang dan pendanaan teroris, perlu dilakukan penyempurnaan

tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga
Keuangan Non Bank;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud dalam

 huruf 4 dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga

Keuangan Non Bank;

Undang-tndang Nomor 2 Tahun 1992 téntang Usaha Perasuransian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992,

* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

Undang-Undang: Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang {Lembaran Negan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia
Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 108 Tahun 2003, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor 4324);, =

Peraturan PrL51clen Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaya
Pemblayaan '

‘terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006


lenovo
Database Data Polis


" MENTERI KEUANGAN -
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Prési_deh Nomor 84/P Tahun 2009,

MEMUTUSKAN:

© Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN

'PRINSIP MENGENAL NASABAH BAG! LEMBAGA KEUANGAN
NON BANK.

BABI
KETENTUAN UMUM

: Pasall

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dmgan

1.

Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian,

-perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan pialang asuransi

sebagaimana d1ma1<sud dalam undang- undmg mengenai usaha
perasuransian. - | |

Dan Pensmn adalah dana - pensiun lembaga = keuangan
sebagalmam dimaksud dalam’ undang~undang mengenai dana

E penslun

Lembaga - - Pembiayaan ~adalah . perusahaan. . pembiayaan,
perusahaan modal * ventura, . dan perusahaan pembiavaan
infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam peraturan pr esiden
mengenai lembaga pembiayaari.

Lembaga Keuangan Non Bank yang selanjutnya dlb@but sebagai
LKNB adalah Perusahaan Peraburansmn Dana Pen:.:un dan
Lembaga Pembiayaan.

Pr1n51p Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LKNB .

‘untuk mengetahui . latar belakang dan jdentitas Nasabah,

memantau Rekening dan transaksi Nasabah, serta melaporkan
Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang
Dilakukan Secara Tunai, termasuk transaksi keuangan yang

“terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

Nasabah adalah pihak yang men@,gumkan jasa LKNB termasuk

tetapi tidak terbatas pada:

a ‘pemegang polis -dan/atau tertanggung pada perusahaan
asuransi kerugian dan perusahaan asuransi pwa,

'b. Kklien pada perusahaan plalang asuransi:

¢. peserta dan/atau pihak yang bt.rhak atas manfaat pensmn
pada Dana Pensiun;
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~d. Klién atau penjual piutang pada kegiatan anjak piutang;

e. konsumen pada kegiatan pembiayaan konsumen:

. lessee atau penyewa guna usaln pﬁda kegialan lensmg atau
sewa guna usaha; -

g 'pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit:
h. perusahaan pasangan usaha pada keglatan modal ventura; dan

i - debitur pada perusahaan pemblayaan Inflabllul\l'm

‘Beneficinl Owmer adatah setiap orang yang meiniliki dana yang

mengendalikan transaksi Nasabal, yang memberikan kuasa atas
terjadinya  suatw  transaksi  dan/dtau -yang  melakukan
pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers). adalah

Nasabah . yang - berdasarkan - latar belakang = identitas ~ dan
riwayatnya- dmnggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan
terkait . dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau
Pendanaan Kegiatan Terorisme. |

Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons)
adalah - orang, baik yang  berkewarganegaraan  Indonesia -
maupun  yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan
kepercayaan untuk meiniliki atau menjalankan kewenangan

 publik sebagai- pejabat penyelenggara negara yang menjalankan

- 10.

11

fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikauf, pejabat lain yang fungsi
dan tugas pokoknya Dberkaitan dengan. penyelenggaraan negara
atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat
sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap

‘kebijakan dan operasional partai politik.

Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah
termasuk tctapl tidak terbatas pada 1dent1tas, transaksi atau
Perikatan antara LKNB dan Nasabah.

Perikatan adalah perjanjian antara LKNB dan Nwsabah vang -
sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing LKNB, termasuk
tetapi tidak terbatas pada:

a polis pada perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan
asuransi jiwa;

" b. perjanjian antara klien dan per usahaan pla anb asuransi;

peratm an Dana Pensiun;
d. perjanjian sewa guna usaha
¢. perjanjian pembiayaan konsumen;

f  perjanjian anjak piutang;
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g pembukaan rekening kartu kredit;

12.

- 13.

14.

15.

h. perjanjian antara perusahaan modal ventura dan perusahaan
pasangan usaha; dan

L perjanjian pembiayaan. infrastruktur,

Pendanaan Kegiatan Terorisme _adalah penggunaan harta
kekayaan secara langsung atau tidak langsung. untuk kegiatan
terorisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan- perundang-
undangan yang berlaku.

Transaksi- Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan
sebagaimana dimaksud. dalam undang- undang mengenai tindak
pidana pencucian uang,

Transaksi Keuangan yang. Dilakukan Secara Tunai adalah
transaksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
mengenai tindak pidana pencucian uang, '

Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara
atau teritorial yang potensial digunakan sebagai:

a. tempat terjadinya atau sarana tindak pidana“pencucian uang;

b. tempat dilakukannya tindak- pidana asal (predicaie o/fense);

16.

dan/atau
c. tempat dﬂakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.

Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business) adalah bldang

* usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak
- pidana  pencucian uang dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan

Terorisme. -

- BABI - |
PRINSIP MENGENAL NASABAH

Bagian Pertama
Kewajiban Penerapan Pri mmp Mengenal Nasabah

v . Pasal 2

LKNB wajib menerapkan Prinsip Méngenal Nasabah.

 Pasal3

- Dalam .rangka menerapkan Puns:p Mengenal Nasabah sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 2, LKNB waijib:

a.
b.

menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabahy;

menetapkan kebijakan dan - PlO‘-‘uedLu dalan mengldentlhkam
Nasabah;
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menetapkan ke b;qal\an dan prosedur pemantauan Rekening dan
pelaksanaan transaksi Nasabah; dan

menetapkan kebijakan dan prosedwr manajemen risiko yang
berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 4

Dalam nngl\a pelaksanaan Prinsip Mengeml asabah, LKNB
wajib;

a. membentuk unit kerja khusus atau menugaskan anggota
direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi

atau pengurus yang beltanggung ]awab menangani penerapan
Prinsip Mengenal Nagabah.

b. menetapkan kebijakan dan p1osedul tertulis  tentang
penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabalh,
pemantauan terhadap Rekening dan transaksi Nasabal,; dan
manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam pedoman
pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

¢ menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan - Prinsip

Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan. - |

~d. menyampaikan setiap perubahan atas pedoman pelaksanaan

penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaitmana dimaksud
pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lama 7
(tujuh} hari kerja sejak -ditetapkannya perubahan tersebut.

Unit ker]a khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat
setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung
jawab menangani penerapan Prinsip - Mengenal Nasabah
sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai
bagian dari struktur organisasi LKNB.

Unit kerja khusus, anggota direksi atau. pengurus atau pejabat
setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung
jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab
langsung kepada direktur utama, ketua pengurus atau yang setara
dengan pimpinan tertinggi LKNB.
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(4) LKNB yang melakukan kegiatan usaha di lokasi lain selain kantor
pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip ‘Mengenal Nasabah
yang ditetapkan oleh kantor pusat di bawah koordinasi unit kerja
khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di .
bawah direksi atau pengurus yang menangani penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah kantor pusat LKNB. :

(5) Ketentuan' mengenai pedoman pelaksanaan pener apan Prinsip
Mengenal Nasabah sebagaiinana diinaksud pada ayat (1) huruf b
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal Dan Lembaga Keuangan.

Pasal5

LKNB wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau anggota
direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau
pengurus LKNB yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip
.Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (1)
huruf a, miemiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengakses
selurul data’ Nasabah daninformasi lainnya yang terkait.

' Pasal 6

‘Plhak yang mengajuk'\n permohomn untuk mendapatkan izin usaha .
bagi Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Pembiayaan atau

pengesahan peraturan Dana Pensiun untuk pertama kali bagi_Dana -
~ Pensiun, wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan
Prinsip- Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
cayat (1) huluf b, bersama dengan permohonannya.

Bagian Kotlga
Kebuakan Penerimaan Dan Identlflkabx Nasabah

P“lsal 7

(1) Sebelum melakukan Penkat'm dt.ng'\n Nasabah 'LKNB  wajib
meminta informasi mengenai: ‘ '

a. latar belakang dan identitas calon Nasabaly;
b, maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan Perikatan;
c plofll keuangm calon Nasabah;

d. 1r1forma51 Jain yang memungkinkan LKNB “untuk- dapat
mengetahui profil calon Nasabah termasuk Perikatan yang
telah dimiliki sebelumnya dengan LKNB yang bersangkutan:
dan
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e. identitas penerima kuasa yang bertmdak untuk dan atas nama
“calon Nasabah.

(2) LKNB- wajib melakukan Kkonfirmasi mengenai  kebenaran
kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas
nama pihak lain, jika calon Nasabah diwakili pihak lain.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat

dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung
sebagai berikut:

2. calon Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari; .

1)

identitas Nasabah yang memuat:
a) nama;

b) alamat atau-tempat tinggal sesuai K"lP/SIM/qupoz
dan nomor telepor;

¢) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (J1ka
ada);

d) tempat dantanggal lahir; dan
€) . kewarganegaraan;
keterangan mengenai pekerjaan;

spesimen tanda tangan; dan

‘ ketelangan mengen’u sumber dana dan tujuan penggunaan
~dana; .

rata-rata penghasilan;

nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada; -
dan.

ddkume11—doku1nen lain yang h1e111u11gki11kan LKNB untuk

dapat mengetahui profil calon Nasabah;

b. »Calou Nasabah yang. berbentulk pc.lusaha'm palmg kulang'
- terdiri dari:

iy

dokurmen mengenai perusahaan:

‘a) keterangan mengenal nama, alamat, dan nomor telepon

perusahaan;

b} akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan

yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran

- dasar yang terakhir; '
¢) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang
berwenang; '

d) surat keterangan domisili;
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e) laporan keuangan terkini; dan
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

2) nania, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-
~pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak
untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan
hubungan usaha dengan LKNB;

3) dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk munpunyal‘
wewénang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;

4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan
dana, bagi calon Nasabah pada Lembaga Punblayaan dan -
Perusahaan Perasuransian; dan ‘

5) dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk
dapat mengetahui profil calon Nasabah.

(4) Ketentuan customer due diligence sebaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3), tidak berlaku bagi calon Nasabah

berupa:

a. Lembaga pemerintah; atau

b. Lembaga keuangan multilateral,

Pasal 8

LKNB wajib melakukan 'idcrltifik'asi dan verifikasi atas dokumen
pendukung (custonier due dil 1gem,e) dengan melakukan hal-hal antara
lain:

a.

meneliti kemungkman '\danya hal-hal yang tidak wajar atau
menCung'\kan -

:memastlkan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal

terdapat kccuug'mn atas dokumen “yang diterima, antara lain
dengan cara:

1) melakukan wawancara dcnban calon Nasabah;

2) meminta dokumen lain yang dikelmlkan oleh pihak yang
berWLn'mg,

3) melakukan pemeriksaan stlang dari ber bagai mfmma&: yang

dxsampaxk'm oleh calon Nasabah.

melakukan penelaahan mengenal Benefi icial Otoner.

Pasal 9

LKNB “wajib memastikan bahwa calon Nasabah mewakili
Bene ficial Otwner atau bertindak untuk diri sendiri dalam membuka
hubungan usaha atau melakukan transaksi.
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(2) Dalam  hal calon Nasabah mewakili ch’ﬁuni Qrrner untuk
membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, LKNB
wajib melakukan prosedur custoner due diligence  terhadap

Beneficial Owner yang sama dengan prosedur customer due diligence
bagi calon Nasabah.

Pasal 10

(1) Dalam hal calon Nasabah mewakili Bena icial Ourm:: sebagaimana
~dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LKNB wajib meininta dokumen

atau bukti atas identitas dan/atau mfmmasu lain mengenai
Bere ficial Owner.

(2) Dalam hal Bene ficial Owner mer upakan pe1 orangan, idenlllasl
dan/ atau informasi antata lain belupa

a. ‘dokumen identitas snbagalmana dimaksud dalain Pasal 7 ayat -
(3) huruf &

b, hubungan hukum antar calon Nasabah dengan Bene ficinl
Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat
perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan

c. pernyataan dari calon Nasabah mengenai identitas maupun
- sumbey dana dari Bene ficial' Croner.

)] Dalam hal ‘Bere ficial Owner berbentuk perusahaan, . yayasan atau
perkumpulan identitas chn/ atau informasi antara [ain berupa: -

a. dokumen sebagannana dimaksud d'\lam Pasal 7 ayat (3) huruf
b; :

b. dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau
pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan

c. pernyataan dari calon’ Nasabah mengenai kebena1an identitas
* maupun sumber dana dari Bene ficial Orwner. -

(4) Dalam hal calon Nasabal merupakan bank atau LKNB 'lain di
dalam negeri yang  mewakili ' Beneficinl Omner, LKNB wajib
meminta dokumen berupa  pernyataan: tertulis dari bank atau
LKNB lain dalam negeri yang telah mel'\kukan verifikasi terhadap -
identitas Beneficial Owner.

(5) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di luar
negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang paling
kurang setara- dengan Peraturan Menteri Keuangan ini yang
mewakili Beneficial Owner, LKNB wajib meminta dokumen berupa
pernyataan tertulis' dari bank atau LKNB lain luar negeri yang
telah melakukan verifikasi terhadap identitas Beneficial Otwner.
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(6) Dalam hal LKINB me1aguk'm atau tidak dapat nuyakmt dokumen
~atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai
Bem’ﬁcml Owner, LKNB wajib menolak hubungan usaha atau

transaksi dcngan calon Nasabah.

Pasal 11

Kewajiban penyampaian dokumen dan /atau informasi 1dent1tas
pemilik = atau pengendali akhir Bene ficial ~ Orwner - sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a'dan Pasal 10 ayat (3) huruf
a, tidak berlaku bagi Bene ficial Owner berupa :

c. Lembaga pemerintah; _
d. Lembaga keuangan multilateial; atau

e. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efck.

Pasal 12

(1) LKNB dapat menerapkan prosedur customer due diligence yang
lebih sederhana dari prosedur customer due diligeice sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 terhadap calon Nasabah atau transaksi
yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan
terorisme tergolong rendah atau memenuhi kriteria sebagai
berikut: - '

a. peserta Dana Pensiun yang diikutsertakan oleh pemberi kerja
atau peserta mandiri yang membayar iuran ke Dana Pensiun
yang jumiahnya kurang dari atau sama- dengan 20% (dua
puluh +per seratus) dari penghasilan setiap bulan atau lebih
dari 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetapi tidak
melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

b. produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana
sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;

c produk asuransi yang jumlah p(.mbayal'm premi regulernya
apabila di setahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua
puluh lima juta rupiah);

~d. produk asuransi yang pembayaran ‘premi tunggﬁlnya tidak
melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); -

e. pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, dan alat-
alat rumah tangga yang _ nilainya tidak = melebihi
Rp50.000.000,00 (lima pulul juta rupiah); atau

f. Nasabah berupa perusahaan publik. .

2) LKNB wajib membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang
mendapat perlakuan custonter due diligence yang lebih sederhana.
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(3) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1}, LKNB wajib meminta
informasi- mengenai:- -

al.

b.

=

nama lengkap termasuk alias apabila ada;-

nomor  dokumen identitas | (KTP/5IM/Paspor) yahg
d1bukt1kan dengan menun]ukkan dokumen dimaksud:

alamat tempat tmggal yang tercantum dalam kartu identitas;

alamat tempat tinggal tuklm termasuk nomor telepon bila
ada;dan

tempat dan tallggal lahir.

(4) Bagi calon Nasabah yang berbentuk perusahaan yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKNB wajib
meminta mformam mengenai: :

a,

b

c

natna perusahaan, !
alamat perusz—lhaan dan nomor telepon; d'm

dokumen identitas pl.hak—plhak yang. ditunjuk mempunyai
wewenang bertindak untuk dan atas rama perusahaan.

- (5) Prosedur customer due diligence yang lebih sederhana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan
terjadi transaksi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 13

(1) LKNB wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (enfumced
customer due diligence) terhadap calon Nasabah dan Bene ficinl
Omwner yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai
risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko
tinggi terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

[ Tlngkat rlslko sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) ¢ apat dilihat
darti:

a.

latar- belakang atau profil calon Nasabah dan Beneficial On'uer
yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (Politically
Exposed Persons) atau Nasabah yang Berisiko nggl (High Risk
Customer);

bidang usaha yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (High
Risk Business); .

negara atau teritorial asal ‘Nasabah, domisili Nasabah, atau’
dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko
Tinggi(High Risk Countries);dan/atau



MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
~12-

d. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris:

~ sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Keuangan ini.

Pasal 14 |

Verifikasi yang lebih ketat (enhanced customer due dili gence)
~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan antara lain
dengan cara sebagai berikut:

a. verifikasi informasi calon Nasabah atau Beneficial Owner
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada
kebenaran. informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis
informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi
yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut;

b verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah
atau Bene ficial Owner dimaksud dengan pihak ketiga; dan

¢ Customer due diligence secara berkala paling kurang berupa analisis
terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan
transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 15

(1) Dalam - hal - calon - Nasabah ‘merupakan Nasabah bank atau
Nasabah LKNB lain di dalam negeri, LKNB cukup menerima
pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain bahwa terhadap
calon Nasabah tersebut telah dilakukan verifikasi dan identifikasi
atas dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Nasabah bank atau
Nasabah LKNB lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip
Mengenal Nasabah - yang sekurang-kurangnya setara dengan
Peraturan Menteri " Keuangan ini, LKNB cukup meherima
pernyataan tertulis bahwa bank atau LKNB lain di luar negeri
tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan telah melakukan
verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud.

* (3) Dalam hal calon Nasabah merupakan Nasabah bank atau
Nasabah LKNB ‘lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip
Mengenal Nasabah yang lebih longgar dari Peraturan Menteri
Keuangan ini, LKNB tetap wajib menerapkan Prinsip Mengenal
Nasabah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.
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Pasal 16

LKNB dilarang melakukan Perikatan dengan'calon Nasabah sebelum
memenuhi ketentuan sebagaimana diinaksud dalam Pasal 7 dan’
Pasal 8 atau Pasal 9 atau Pasal 12 atau Pasal 13 ayat (1).

Pasal 17

LKNB yang akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah
yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko
tinggl sebagaimana dimaksud dadam Pasal 13 ayat (2), wajib terlebih

dahulu mempeloleh persetujuan darz anggota direksi atau pengurus
LKNB. :

* Pasal 18

Persetujuan pembukaan Perikatan hanya dapat dilakukan setelah
LKNB meyakini kebenaran identitas dan kelenglkapan dokumen
calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat
memungkinkan - Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang -
dan/ atau Pendanaan Kegiatan Terorisme. - |

Pasal 19

(1) LKNB melakukan pengujian untuk mengetahui latar belakang -
dan tujuan dari transaksi yang tidak wajar.

(2) Transaksi yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain namun tidak terbatas pada :

a. transaksi yang tidak biasa dalam jumlah besar,

" b. transaksi yang dxhkukan oleh pihak yang tidak mempunyai
hubungan ekonomi yang jelas;

c. transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan
perbuatan melanggar hukum; dan/ atau

d. transaksi yang tidak sesuai dengan pola aktifitas Rekening. -

(3) LKNB wajib mendokumentasikan transaksi yang tidak wajal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga

sebagai transaksi yang mencurigakan, LKNB wajib melaporkan

“hal tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan.
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Pasal 20

LKNB wajib mempunyai dan menerapkan prosedur khusus untuk
melakukan Perikatan “dengan Nasabah yang berasal dari negara-

negara yang tidak menerapkan rekornendasi Finmncial Action Task. |
“ Force (FATEF).

Pasal 21
LKNB  wajib ‘melakukan pemantauan yang berkésinambungan
terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah dan/atau

LKNB yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan
rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Pasal 22

(1) LKNB = wajib meneruskan kebijakan dan prosedur Prinsip
Mengenal Nasabah ke séluruh jaringan kantor dan anak
perusahaan yang merupakan LKNB di luar negeri, dan memantau
pelaksanaannya.

(2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak
perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
mematuli rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) atau
sudah .mematuhi namun peraturan Prinsip Mengenal Nasabah
yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan ini, jaringan kantor dan anak perusahaan -
dimaksud wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah
‘sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

(3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak
perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki peraturan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih ketat
dari yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, jaringan
kantor cdan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada
ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas Negara dimaksud.

(4) Dalam hal penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. sebagaimaria
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengakibatkan
-pelanggaran terhadap keteltuan perundang-uhdangan yang
“berlaku di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak
perusahaan berada maka pejabat kantor LKNB di luar negeri
tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat LKNB dan
Menteri Keuangan c¢.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan bahwa kantor LKNB dimaksud tidak dapat
menerapkal Prinsip MeNhgenal Nasabah sebagaimana diatur
~ dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
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Bagian Keempat
Pemantauan Rekening Dan Transaksi Nasabah

Pasal 23

(1) Dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan

menyediakan laporan secara efektif untuk dapat memastikan

- bahwa transaksi yang dilakukan Nasabah konsisten dengan profil,

karakteristik dan pola transaksi Nasabah yang belsangkutan
LKNB wajib memiliki sistem informasi yang memada.

(2) Sistem informasi sebagalmana dimaksud pada .ayat (1) harus
memungkinkan LKNB untuk dapat menelusuri setiap transaksi,
termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk
transaksi, tanggal transaksi, jumiah dan denominasi transaksi,
sumber dana yang digunakan untuk transaksi, dan Perikatan lain
yang dimiliki Nasabah pada bank dan LKNB lam

Pasal 24

LKNB wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan
analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 uniuk memastikan
ada tidaknya transaksi yang mencurigakan serta melaporkan temuan
tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 25

LKNB - wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, baik yang dilaporkan
maupun yang tidak dilaporkan kepada Pusat Pelaporan cdan Analisis
Transaksi Keuangan.

Pasal 26

LKNB wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat
perubahaﬂ terhadap dokumen-dokumen sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 7 dan/ atau Pasal 10.

Pasal 27

LKNB wajib menatausahakan dan menyimpan data transaksi LKNB
dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10,
Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 19 dalam jangka waktu paling kurang 5
(lima) tahun sejak Nasabah mengakhiri Perikatan dengan LKNB.
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Pasal 28

LKNB wajib memenuhi ketentuan pelaporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai
termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan
Kegiatan Terorisme kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan sesuai dengan undang-undang mengenai tindak pidana
pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya, '

. Pasal 29

Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah
- dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar nama
teroris sebagaimana daftar yang dimuat dalam Lampiran Peraturan
‘Menteri Keuvangan ini, LKNB wajib melaporkan Nasabal tersebut
dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kelima
 Manajemen Risiko

 Pasal 30

{1) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko LKNB secara
keseluruhan, | ‘

(2) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling kurang mencakup: '
a. pengawasan oleh direksi dan komisaris atau pengurus dan
pengawas LKNB (inanagement oversight);
b. pendelegasian wewenang;
c. pemisahan tugas;
~d. sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan

e. program pelatihah mengenai penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah bagi pejabat; karyawan, dan tenaga pemasar yang .
bukan karyawan LKNB. '

(3) LKNB wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (switpling)
terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip
Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan -pengujian tersebut
guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki.

(4) LKNB wajib mendokumentasikan' dan melakukan pemutakhiraﬁ
jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan
yang ditemukan di berbagai unit ketja terkait.



MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

 BABIN
“PELAKSANA DAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 31

Direksi atau pengurus’ LKNB bertanggung jawab atas seluruh
kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,

| Pasal 32

LKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur khusus untuk
meyakini identitas calon Nasabah dan menilai kewajaran informas
yang diberikan oleh ealon Nasabah, dalam hal Perikatan tidak
dilakukan melalui pertemuan langsung dengan calon Nasabah atau

dijakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga. |

Pasal 33

1) LKNB wajib menyusun dan melak.sanakan rogram pelatihan
] Y Prog P
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e

(2) Pelaksanaan program peélatihan Prinsip Mengenal Nasabah
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Laporan pelaksanaan program pelatihan Prinsip Mengenal
Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh
kegiatan pelatihan Prinsip Mengenal Nagabah yang dilakukan
untuk periode 1 Januari sampat 31 Desember tahun yang
berbangkutan |

()LKNB wajib menyampaik’an laporan pelaksanaan program
pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan cq Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 15
Januari. tahun berikutnya.

Pasal 34

LKNB wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam
~ rangka penerimaan pegawai baru guna mencegah digunakannya
LKNB sebagai sarana dan/atav tujuan pencucian uvang atau
Pendanaan Kegiatan Terorisme yang melibatkan pihak interen LKNB.
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. BABIV
PEMERIKSAAN KETAATAN

Pasal3d

(1) Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun dan Biro Pembiayaan dan
- Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan - melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan LKNB
dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan ini. ' '

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan peimeriksaan terhadap ketaatan
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk pedoman pemeriksaannya, diatur lebih.
lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan. |

BABV
SANKSI

Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19
ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal
22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal
29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 40
Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi administratif.

(2) Lembaga Pembiayaan dan Pefusahaan Perasuransian yang
melanggar - ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

a. ..Perin'gatan.
b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha.
c. Pencabutan izin usaha. -

(3) Dana Pensiun yang melanggar ketentuan ketentuan sebagaimana-
dimaksud pada ayat (1) kecuali Pasal' 9 dan Pasal 10 dikenakan
sanksi administratif berupa: '

“

a. Peringatan.

b. Penggantian pelaksana tugas pengurus.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

(4) Tata cara dan jangka waktu pengenaan setiap jenis sanksi
administratif Swagaim'ma dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3.
disesuaikan dengan jenis Lembaga Keuangant Non Bank dan jenis
pelanggarannya.

BABVI
_KETENTUAN PERALIFIAN

Pasal37

(1) Segala - sanksi yang telah dikenakan Dberdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentany Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank
d111yatakan tetap sah dan berlaku. -

(2) LKNB yang belum dapat mengatasi penyLbab dzkemkannya
* sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksj
lanjutan sesuai dengan peraturan perundang-uridangan.

Pasal 38

Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomot
2833/LK/2003- tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuarigart Non Bank, dinyatakan
tetap Dberlaku - sepanjang - tidak bertentangan  dengan - Peraturan
Menteri Keuangan ini dan belum dltLlé‘lpk-‘:’ll’l peraturan yang,
men&gannkannya

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal39

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan
Mentert Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan
Prinsip- Mengenal Nasabah Bagi Lembaga -Keuangan Non Bank,
dmabut dan dinyatakan tidak bulaku

Pasald0

LKNB yang telah memperoleh izin usaha dan/atau pengesahan wajib
menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini, dalam jangka waktu palirig lama 6 (enam) bulan sejak
diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
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Pasal4l

Peraturan Menteri *Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. |

Agar setiap -orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta -
pada tanggal 9 Februari 2010
MENTER] KEUANGAN,

tid.

SRIMULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta |
pada tanggal 9 Februari 2010

" MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
td. - - ‘ . s
PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 17
Salinan sesuai dengan asfjurptireres
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DAFTAR PIHAK-PIHAK YANG TERMASUK DALAM IKATEGORI ORANG YANG

POPULER SECARA POLITIS (POLITICALLY EXPOSED PERSON),
NASABAH YANG BERISIKO TINGGI {HIGH RISK CUSTOMER)
USAHA YANG BERISIKO TINGGI (HIGH RISIC BUSINESS),

DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI (HIGH RISK COUNTRIES)

1. Orang yang Populer Secara Politis (Potitimtiy_ Exposcd Person) antara lain terdiri dari:

=R

» pon

-

Mo e

?‘—“‘:"

Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan: -
Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan: *
Pejabat setingkat Menteri;

Eksekutif Senior perusahaan negara:

Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Eksekutif dan ketua partai politik;

Pejabat senior di bidang militer dan/ atau kepolisian;

Pejabat Senior di lingkungan Méhkamah A’guﬁg dan Kejaksaan Agung;
Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;

" Anggota legislatif baik di tin.gkat pusat maupun tingkat daeraly

Anggota keluarga (pasangan, orang tua, sa'udara, anak, imenantu, cucu) dari
kategori-kategori di atas; -

Siapapun Orang yang tidak termasuk di atas 1tamun karena posisinya yang

tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, kepopulerannya dan/atau
kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Lembaga Keuangan Non Bank
dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi; dan

' Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan

Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons).

2 Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) antara laln terdiri dari:

a
b.

o8

d.

Orang yang Populer Secara Politis (Polifically Exposed Persons);
Pegawai instansi pemerintah yang terkait dengan pelayanan publik;

Orang-orang yang tinggal dan/ atau mempunyai dana yang berasal dari negara-

‘negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti
£ g percay

pencucian uvang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat

tinggi dan korupsi; .

Orang-orang yang terlibat dalam jenis- ]ems keglatan atau secktor usaha yang
rentan terhadap pencucian uang, seper ti pegawai Penyedia Jasa Keuangan;

Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Perserikatan Bangsa Bangsa atau
daftar lainnya yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai teroris.
organisasi teroris ataupun organisasi yang melakukan pendanaan; atau

NOMOR 30 /pMK.0i0 2010
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Pihak lain sebagaimana dimuat dalam Pecloman I’PAIK yang terkait dengan
Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Custouers).

3. Usaha yang Berisiko Tinggi (ngh Risk Business) antara lain terdiri dari:

a.

o

o v

Jasa keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing (money changer), Usaha Jasa
Pengiriman Uang (money remittance);

Offshore company termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di tax
dan/atau secrecy havens dan yurisdiksi yang tidak secara memadai
melaksanakan rekomendasi FATF;

Dealer mobil;

Agen perjalanan;

e Pedagah’g perhiasan, batu permata dan logam berharga;

laat

h

e

Perusahaan perdagangan ekspor/ impor;

Usaha yang befbasi$ tunai seperti minimarket, jasa pengelola parkir, rumah

makan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pedagang isi ulang
pulsa;

Penjual grosir (wholesalers) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona
perdagangan bebas); ‘

Advokat, akuntan atau konsultan keuangan; -
Dealer barang antik dan geni; ‘
Agen pr ope:tl atau

Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedo:mn PPATK yang terkait clengm
Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk BusmeSb)

4. Negara yang Berisiko Tinggi (Higl Risk Counlries) antara lain terdiri dart:

a.

Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan nudunal assessment tcrhadap
suattl negara (seperti: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF),
Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task
Force (CFATF), Comumittee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering
Measures and the Financing of Terrorismt (MONEYVAL), Erstern and Southern.
Africa  Anti-Money Laundering Growp (ESAAMLG), The Eurasian Group on
Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), The Grupo de
Accion Financiera de Sudamerica  (GAFISUD), Inlergovernmental  Anti-Money
Laundering Group in ‘Africn (GIABA) atau Middle East. & North Africa Financial

Action Task Force (MENAFA'T)) diidentifikasi scbab'u tidak secara rnemadal

melaksanakan Rekomendasi FATE.

Negara yang diidentifikasi scb'\gal yang tidak cooperative atau Tax Haven oleh
Organization for Economic Cooperation and Developmient (OECD);

Negara yang memiliki tingkat tata kelola (good - governance) yang rcndah
sebagaimana ditentukan olech World Bank;
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d. Negara yang memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi sebagaimana
diidentifikasi dalam Transparancy International Corruplion Perceplion Index; atau

e. Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang
terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Counlries).

Daftar teroris adalah daftar nama-nama teroris yang antara lain tercatat pada:

“a Kepolisian Negara Republik ‘Indonesia; atau

b. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 yahg dipublikasikan melalui media

internet ' seperti . situs PBB
. http://www.un.org/sc/ committees/ 1267 / consolist.shtml - atau sumber yang

lazim digunakan.
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